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BAB II 

Kebijakan Penenggelaman kapal yang diterapkan pada Era Jokowi dan 

Respon Negara Asing terhadap Kebijakan tersebut 

	

Setiap kebijakan yang dibuat atau diambil oleh suatu negara tentunya akan 

menghasilkan akibat atau dampak tertentu. Begitu pula dengan kebijakan yang 

diberlakukan oleh Indonesia. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing yang 

dilakukan oleh Indonesia kepada Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia 

tentunya memberikan dampak-dampak tersendiri bagi Indonesia. Untuk 

memberikan pemahaman yang lebih baik terkait respon negara asing dalam 

kebijakan penenggelaman tersebut, bab ini akan memberikan penjelasan mengenai 

dampak apa saja yang diterima baik oleh Indonesia maupun oleh Thailand, Filipina, 

Vietnam, dan Malaysia terkait dengan penenggelaman kapal dan bagaimana respon 

dari negara-negara asing tersebut. Serta kerjasama apa saja yang dilakukan oleh 

Indonesia dengan Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia di bidang kelautan 

maupun perikanan. 

Bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai implementasi 

kebijakan penenggelaman kapal, lalu dampak apa saja yang diterima oleh Indonesia 

maupun negara asing khususnya Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia 

tersebut. Kemudian lanjutkan dengan respon negara asing terhadap kebijakan 

penenggelaman kapal  

2.1 Kebijakanl      Penenggelamanl      Kapal 

Indonesial merupakanl negaral kepulauanl yangl memilikil jumlahl pulaul yangl 

banyak.l Adal sekitarl 17.504l pulaul danl 6.000l diantaranyal tidakl berpenghuni.l Indonesial 

jugal mempunyail garisl pantail danl Zonal Teritoriall yangl luas.l Sebagail negaral 

kepulauan,l Indonesial mempunyail wilayahl lautl yangl lebihl luasl daripadal daratan.l 

Sehinggal keanekaragamanl hayatil lautnyal sangatl berlimpahl danl bervariasi.l 



	 22	

Keanekaragamanl dil dalaml lautl menjadil sumberl kehidupanl danl matal pencaharianl bagil 

masyarakatl Indonesia,l khususnyal bagil masyarakatl yangl bermukiml dil pesisirl pantai.l 

Sebagianl besarl ataul dapatl dikatakanl semual masyarakatl yangl hidupl dil pesisirl pantail 

mengandalkanl lautl untukl memenuhil kehidupanl sehari -l hari. 

Tingginyal potensil yangl dimilikil olehl lautl Indonesial tentunyal membuatl 

berbagail pihakl tergiurl untukl memanfaatkannya.l Tidakl hanyal masyarakatl Indonesial 

sajal yangl tergiurl akanl tetapil orangl asingl punl jugal ikutl tergiurl denganl kekayaanl lautl 

Indonesia.l Sumberl lautl Indonesial merupakanl salahl satul yangl terbesarl dil dunia,l 

sehinggal bukanl rahasial lagil bahwal Indonesial merupakanl surgal bagil biotal laut,l salahl 

satunyal adalahl ikan.l Kekayaanl alaml inilahl yangl akhirnyal dilirikl olehl negaral tetangga,l 

sehinggal banyakl terjadil illegall fishingl dil wilayahl lautl Indonesia. 

Pengertianl illegall fishingl itul sendiril adalahl penangkapanl ikanl secaral illegall 

tanpal adal izinl daril negaral danl melanggarl perundangl-lundanganl yangl dilakukanl olehl 

kapall asingl yangl memasukil perairanl negaral secaral illegal. 

Praktek penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindakan kriminal 

lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi 

Indonesia dan negara-negara di kawasan lainnya. Selain merugikan secara 

ekonomi, sosial, maupun ekologi. Kegiatan ini merupakan tindakan yang 

melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. 

Salahl satul masalahl yangl seringl terjadil dil lautl Indonesial yaitul 

kegiatanl illegall fishing.l Masalahl illegall fishingl inil merupakanl masalahl yangl 

sudahl adal daril dulu,l dimanal negaral yangl memilikil banyakl pantail selalul 

menghadapil masalahl illegall fishing.l Namun,l hinggal saatl inil masalahl illegall 

fishingl beluml bisal diberantas.l Daerahl yangl menjadil titikl rawanl yangl dil 

lakukanl olehl lnegara-negarailtetanggal sepertil Vietnam,l Filipina,l Malaysia,l 

danl Thailandl untukl melakukanl kegiatanl illegall fishingl yaitul terletakl dil Lautl 

Arafuru,lLautl Natuna,lSamuderal Pasifik,lSelatl Makassar,l danl Samuderal 

Hindia. 
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Gambarl 2.1 

PenenggelamanlKapallyangldilakukanlolehlIndonesia 

 

Sumber:l (Kompas.com,l 2019) 

Dalaml rangkal melindungil kekayaanl Indonesial daril ulahl paral 

nelayanl asingl yangl nakal,l padal masal kepemimpinanl Presidenl Jokol Widodol 

periodel pertamal (2014-2019),l dibantul olehl Menteril Kelautanl danl Perikananl 

Susil Pudjiastuti,l menyatakanl bahwal masihl tetapl tegasl dalaml pemberantasanl 

illegall fishing.l Salahl satul upayal penanggulanganl dil dilakukanl olehl 

Pemerintahl Indonesial adalahl memberlakukanl kebijakanl penenggelamanl kapall 

yangl secaral illegall melakukanl penangkapanl ikanl dil perairanl Indonesia.l 

Kebijakanl itul sudahl adal dalaml Undang-UndanglNomorl 45l tahunl 2009l 

tentangl perikanan.l Kegiatanl illegall fishinglseringl kalil dilakukanl olehl 

nelayan-nelayanll daril negara-negaral tetanggal dil Indonesia.l Melaluil berbagail 

caral nelayan-nelayanl asingl tersebutl menangkapl ikanl dil perairanl Indonesial 

tanpal izinl demil mendapatkanl keuntunganl yangl berlipatl gandal danl untukl 

meningkatkanl perekonomianl yangl dil dapatl denganl caral melakukanl illegall 

fishingl dil perairanl Indonesial yangl memilikil sumberl dayal perikananl yangl 

sangatl besar.l Paral nelayanl asingl yangl kerapl melakukanl kegiatanl illegall 

fishingl dil perairanl Indonesial antaral lainl negaral Thailand,l Vietnam,l Filipina,l 

danl Malaysia. 
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Mengacul padal Undang-Undangl Nomorl 45l Tahunl 2009,l“kebijakanl 

penenggelamanl kapall ikanl berbenderal asingl (kapall ikanl asing)l pelakul tindakl 

pidanal illegall fishing”,l padal dasarnyal adalahl istilahl yangl digunakanl untukl 

tindakanl khususl berupal pemusnahanl barangl buktil berupal kapall ikanl 

berbenderal asingl yangl digunakanl untukl melakukan tindakl pidanalillegall 

fishing.l Pemusnahanl tersebutl bisal dilakukanl denganl cara: 

a. Dibakar; 

b. Diledakkan; 

c. Dilltenggelamkan, denganl cara: 

1) Dibocorkanl padal dindingnya; 

2) Dibukal keratlllautnya; atau 

d. Dikaramkan.l  

Padal tahunl 1985l melaluil Undangl Undangl Nol 17l Tahunl 1985,l 

Indonesial telahl meratifikasil Unitedl Nationsl Conventionl onl thel Lawl ofl thel 

Seal 1982l (konvensil Hukuml Lautl 1982)l ataul lebihl dikenall denganl UNCLOSl 

1982.l Denganl meratifikasil UNCLOSl 1982,l secaral langsungl dapatl diartikanl 

bahwal Indonesial mengakuil bahwal pasal-pasall yangl terdapatl dalaml 

UNCLOSl 1982 tersebutl telahl menjadil hukuml positifl dil Indonesial 

(Widyatmoko,l2018).l Kebijakanl penenggelamanl kapall memilikil hubunganl 

diplomatikl Indonesial denganl negaral lain,l khususnyal bagil negara-negaral 

yangl kapalnyal telahl dil tenggelamkanl olehl Indonesia.l Untukl itu,l sebagail 

landasanl hukuml dalaml memandangl ketentuanl padal perairanl danl laut,l 

Indonesial perlul melihatl aturan-aturanl internasionall agarl dapatl menerapkanl 

secaral tepat,l tindakanl perlindunganl kekayaanl ikanl dil perairanlautl wilayahl 

Indonesial tanpal mengabaikanl ketentuan-ketentuanl internasionall yangl sudahl 

diratifikasi. 

Menurutl UNCLOSl1982,lwilayahl lautl secaral garsisl besarl dibedakanl 

menjadil dual ketegoril yaitul wilayahl lautl yangl beradal dil bawahl kedaultaanl 

danl wilayahl lautl dimanal suatul negaral memilikil yurisdiksi.l Illegall fishingl 

tidakldiaturldi dalamlUNCLOSl1982.lUNCLOSl1982ltidaklmemberil ketentuan-
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ketentuanl secaral detaill mengenail perizinanl penenggelamanl kapall asingl 

pelakul illegall fishing.l Akanl tetapi,l UNCLOSl 1982l memberikanl aturanl atasl 

hak-hakl perairanl sesuail reziml perairan.l UNCLOSl 1982l menjaminl hakl untukl 

melindungil kedaulatnl atasl perairanl pedalaman,l perairanl kepulauanl danl lautl 

territorial,l sehinggal hall inil yangl akanl menjadil landasanl hukuml atasl 

tindakan-tindakanl tegasl hukuml nasionall yangl berlakul dil negara-negaral 

pantail (Elnizar,l2017). 

Kebijakanl penenggelamanl kapall yangl dilakukanl olehl pemerintahl 

Indonesial melaluil Kementerianl Kelautanl danl Perikananl (KKP)l merupakanl 

salahl satul wujudl daril kedaulatanl negaral dibidangl kelautanl danl perikanan.l 

Kementerianl Kelautanl danl Perikananl (KKP)l telahl menetapkanl visi,l yaitul 

“Terwujudnyal masyarakatl kelautanl danl Perikananl yangl sejahteral danl 

Sumberl Dayal Kelautanl danl Perikananl yangl berkelanjutan,l Mewujudkanl 

Indonesial Majul yangl Berdaulat,l Mandiril dan,l Berkepribadian,l berlandaskanl 

Gotongl Royong”.l Denganl adanyal visil tersebutl direalisasikanl kedalaml misi,l 

yaitul “Mencapail Lingkunganl Hidupl yangl Berkelanjutan,l melaluil peningkatanl 

kelestarianl sumberl dayal kelautanl danl perikanan”.l Untukl mewujudkanl visil 

danl misil tersebutl pemerintahl Indonesial menyusunl beberapal strategil salahl 

satunyal adalahl memberantasl Illegal,l Unreported,l danl Unregulatedl (IUU)l 

Fishing.l Salahl satul perwujudanl daril strategil IUUl Fishingl yangl dilakukanl 

olehl pemerintahl Indonesial danl Kementerianl kelautanl danl perikananl (KKP)l 

adalahl penenggelamanl kapall (Nasirinl &l Hermawan,l 2017). 

Pelaksanaanl kebijakanl penenggelamanl kapall asingl olehl Kementerianl 

Kelautanl danl Perikananl (KKP)l ditandail denganl beberapal kegiatanl yaitu:l 

Pertama,l adanyal dukuganl kepastianl peraturanl perundang-undangan,l 

keputusanl presidenl danl ketetapanl lembagal penegakl hukuml yangl 

meligitamasil pelaksanaanl kebijakanl penenggelamanl kapal.l Sejakl Susil 

Pudjiastutil memimpinl Kementerianl Kelautanl danl Perikananl (KKP),l Susil 

pudjiastutil telahl meneggelamnkanl hinggal 457l kapall dil berbagail daerahl dil 
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Tanahl Air.l Jumlahl tersebut berasal dari sejumlah negara tetangga, antara lain 267 

kapal Vietnam, 90 kapal Filipina, 50 kapal Thailand, serta 41 kapal milik Malaysia.  

Kedua, melaksanakan pola instruksional dan koordinasi penenggelaman 

kapal asing pelaku illegal fishing. lKebijakanlpenenggelamanlkapal berdasarkanl 

polalinstruksionall darilPresidenl kepadal Kementerianl Kelautanl danl Perikananl 

(KKP). Selainl itu,l implementasil kebijakanl penenggelamanl kapall jugal 

berkoordinasil denganl instansil terkaitl lainnyal sepertil Kementerianl Politik,l 

Hukum,l Keamanan,l danl Dutal besarl(Dubes)l negaral lainl yangl adal dil 

Indonesia. 

Ketiga, implementasil kebijakanl penenggelamanl kapall asingl tersbutl 

dilaksanakanl denganl komitmenl yangl tinggi, sehinggal pelaksanaanl kebijakanl 

penenggelamanl kapall tersbeutl memilikil karakteristikl kosisten,l tegas,l danl 

berkesinambungan.l Komitmenl yangl tegasl tersebutl telahl mendorongl 

teralisasikannyalkebijakanlpenenggelamanlkapallsecaralnyatal danl membuahkanl 

hasil.l Walaupunl banyakl kecamanl daril dalaml negeril maupunl luarl negeri. 

Keempat, mendapatl dukunganl Satuanl Tugasl (Satgas)l yangl handall 

dalaml hall mengeksekusil penenggelamanl kapal. Satuanl Tugasl (Satgas)l 

ditugaskanl untukl melakukanl pemberantasanl penagkapanl ikanl secaral illegall 

melaluil Peraturanl PresidenltentanglSatuanlTugasl Pemberantasanl Penangkapanl 

Ikanl secaral Illegal.l Sejakl dibentukl Satuanl Tugasl (Satgas)l telahl 

menghasilkanl kinerjal yangl baik. 

Kelima,l dukunganl Satuanl Tugasl (Satgas)l yangl handall dalaml 

mengeksekusil penenggelamanl kapal.l Satuanl Tugasl (Satgas)l jugal bertugasl 

untukl melakukanl pemberantasanl penangkapanl ikanl illegal.l Sejakl diresmikanl 

Satuanl Tugasl (Satgas)l telahl menghasilkanl kinerjal yangl sangatl baik.l Tercatatl 

Satuanl Tugasl (Satgas)l telahl menenggelamnkanl 386l kapall pelakul illegall 

fishing,l menanggapil kasusl tindakl pidanal perikanan,l danl Satuanl Tugasl 

(Satgas)l jugal telahl bekerjasamal denganl Internasionall Organizationl forl 

Migrationl (IOM)l untukl memulangkanl korbanl kel negeral masing-masing. 
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Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 

1, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa ada sekitar 60 kapal nelayan asing 

ilegal yang pernah ditenggelamkan pada masa kepemimpinannya. Freddy juga 

menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tindak sembarangan. Melainkan 

hanya kapal-kaal yang benar-benar terbukti menangkap ikan di perairan Indonesia 

tanpa dokumen resmi dan surat ijin yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut 

memiliki surat ijin dan dokumen yang lengkap namun melanggar area penangkapan 

maka akan dikenakan sanksi selain peledakkan kapal dan penenggelaman kapal. 

Para Anak Buah Kapal (ABK) juga akan dikembalikan ke negara asalnya. 

Berdasarkanl penjelasanl diatas, implementasi kebijakan 

penenggelamanilkapall dalaml rangkal pemberantasanlillegall fishingl 

olehlKementerianl Kelautanl danl Perikananl(KKP)l ditentukanl olehlbeberapa 

variable,l yaitul kepastianldukunganl peraturanl perundang-undangan,l polal 

instruksionall danlkoordinasil yangl efektif,l dukunganl anggaranl yangl tinggi,l 

danl dukunganlSatuanl Tugasl (Satgas)l yangl tinggi. 

Maraknyal tindakl illegall fishingl yangl terjadil dil Indonesial 

mengakibatkanl kerugianl yangl signifikanl bagil Indonesia.l Secaral garisl besar,l 

adal tigal dampakl yangl diakibatkanl daril illegall fishing,l yaitul dampakl 

ekologis,l dampakl ekonomi,l image,l danl politikl Indonesial dil dunial 

Internasional.l Dampakl ekologisl berkaitanl denganl kelestarianl sumberl dayal 

perikanan.l Dampakl inil disebabkanl olehl praktikl illegall fishingl yangl 

dilakukanl denganl penggunaanl racunl danl bahanl berbahayal lainnya,l yangl 

manal hall tersebutl dapatl merusakl ekosisteml terumbul karang,l danl bisal 

membahayakanl kesehatanl manusial danl spesiesl ikanl dil laut. 

Daril segil dampakl ekonomi,l illegall fishingl yangl dilakukanl dil 

perairanl Indonesial menimbulkanl kerugianl dalaml bentukl hilangnyal 

pemasukanl daril industril perikananl negara.l Karenal dalaml kegiatanl illegall 

fishingl penagkapanl ikanl tidakl membayarl berbagail macaml biayal yangl 

seharusnyal dibayarkan. 
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Daril segil imagel Indonesial dil dunial internasional,l sebagail salahl satul 

negaral yangl meratifikasil UNCLOS,l Indonesial berkomitmenl dalaml 

pemberantasanl setiapl tindakl kejahatanl maritimel yangl melanggarl hukuml 

internasioall maupunl hukuml nasional.l Kegiatanl illegall fishingl yangl terjadil dil 

Indonesial dianggapl sebagail kegagalanl Indonesial dalaml mengkontroll aktivitasl 

penagkapanl ikanl dil Indonesia.l Denganl citral yangl burukl karenal kegagalabl 

tersebutl Indonesial menjadil rawanl mendapatl kritikl daril dunial internasional.l 

Selainl mendapatl kritik,l imagel burukl yangl didapatkanl Indonesial jugal 

mengakibatkanl turunnyal sanksil daril organisasil internasionall ataul negaral 

lainnya. 

Daril segil politik,l dampakl politikl terhadapl hubunganl antarl negaral 

danl ancamanl terhadapl kelestarianl sumberl dayal alaml hayati.l Tindakanl yangl 

melanggarl kedaulatanl danl ancamanl terhadapl kelestarianl sumberl dayal hayatil 

lautl ataul kegiatanl yangl berkenaanl denganl perikananl adalahl perbuatanl yangl 

merugikanl kedamaian,l ketertibanl ataul keamananl suatul negara.l Perbuatanl inil 

telahl diaturl dalaml Unitedl Nationsl Conventionl onl Thel Lawl ofl Seal 1982l 

(Parthiana,l 2014). 

Kebijakanl penenggelamanl kapall olehl pemerintahl selamal inil prosesl 

eksekusinyal sudahl mematuhil prosedurl hukuml yangllberlaku. Prosesl sebeluml 

eksekusil penenggelamanl kapall sesuail denganl putusanl pengadilanl adalah: 

1. Penenggelamanl kapall yangl dilakukanl olehl penyidikl selakul 

pelaksanal mempertimbangkanl keselamatanl pelayaranl danl 

berkoordinasil denganl intansil terkait. 

2. Memastikanl kondisil kapall yangl akanl ditenggelamkanl dalaml 

kondisil yangl bebasl daril benda/substansil yangl bisal menyebabkanl 

pencemaranl lingkungan. 

Tindakanl penenggelamanl kapall yangl dilakukanl inil untukl 

menimbulkanl efekl jeral karenal kapall merupakanl salahl satul alatl produksil 

utamal pelakul pencurian.l Jikal kapall danl peralatannyal ditenggelamkan,l makal 
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pencuril ataul pelakul tindakl illegall fishingl akanl berfikirl berkali-kalil untukl 

mengulangil tindakanl illegall fishingl dil wilayahl perairanl Indonesial karenal 

motifl daril tindakanl illegall fishingl adalahl untukl mencaril keuntungan.l 

Walaupunl terjadil prol danl kontral terhadapl kebijakanl penenggelamanl kapall 

asingl yangl melakukanl illegall fishingl dil wilayahl perairanl Indonesia,l akanl 

tetapil tindakanl tersebutl bertujuanl untukl menunjukkanl ketegasanl danl 

kewibawaanl pemerintahl Indonesial dalaml melindungil wilayahl perairannyal 

danl hasill alaml yangl telahl dimilikinya,l sertal melindungil kedaulatannya,l 

menimbulkanl efekl jera,l mengamankanl wilayahl perairanl daril penjarahanl 

pihakl asing,l danl merupakanl tindakanl nyatal daril upayal untukl 

menerjemahkanl visil porosl maritim. 

Denganl demikian,l penenggelamanl yangl dilakukanl terhadapl kapall 

asingl merupakanl suatul tindakanl khususl yangl dilakukanl olehl kapall pengawasl 

perikananl dalaml menjalankanl tugasnyal sekaligusl jugal sebagail penegakl 

hukuml dil bidangl kelautanl danl perikanan.l Dalaml pasall 69l ayatl (4)l Undang-

UndangllPerikananl menyatakanl bahwal penyidikl dan/ataul pengawasl perikananl 

dapatl melakukanl tindakanl khususl berupal pembakaranl dan/ataul 

penenggelamanl kapall perikananl yangl berbenderal asingl berdasarkanl buktil 

permulaanl yangl cukup.l Buktil permulaanl yangl cukupl adalahl buktil dugaanl 

adanyal tindakl pidanal dil bidangl perikananl olehl kapall perikananl berbenderal 

asingl tersebut,l sebagail contohl kapall perikananl berbenderal asingl tidakl 

memilikil Suratl Izinl Penangkapanl Ikanl (SIPI)l danl Suratl Izinl Kapall 

Pengangkutl Ikanl (SIKPI),l sertal   menangkapl   ataul    mengangkutl   ikanl  dil 

wilayahl lautl Indonesia. 

Hall inil menunjukkanl bahwal tindakanl khususl tersebutl tidakl dapatl 

dilakukanl sewenang-wenang, tetapil hanyal dilakukanl apabilal penyidikl ataul 

pengawasl perikananl yakinl bahwal kapall perikananl yangl berbenderal  asingl  

tersebutl   benar-benarl melakukanl tindakl pidanal dil bidangl perikanan. 
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Sebeluml diterapkanl kebijakanl penenggelamanl kapallltersebut, 

pemerintahl Indonesial telahl melakukanl beberapal upayal sebagail langkahl 

penangananl barangl buktil berupal kapall ikanl berbenderallasing, sekaligusl 

upayaluntukl menanggulangil tindakl pidanal illegall fishingl di lIndonesia, upayal 

tersebutl diantaranya: 

a. Dikelolal sebagail barangl buktil yangl digunakanl untukl melakukanl 

tindakl pidanal iperikanan, sampail denganl prosesl hukuml mendapatl 

putusanl pengadilanl yangl berkelanjutanl denganl hukuml itetap. Hall 

inil dihadapkanl padal persoalanl keterbatasanl danal perawatan,l sertal 

keterbatasanl saranal danl prasaranal pengelolaanl barangl bukti,l danl 

lain-lain; 

b. Dihibahkanl kepadal masyarakat/nelayan, lembagal iriset, perguruanl 

tinggi,l danl lain-lain.l Upayal inil terkenall denganl kapall yangl jugal 

kemudianl “mangkrak”l ataul rusakl tidakl terawattl akibatl 

keterbatasanl pengetahuanl dalaml pengoperasian,l teknologil padal 

kapall yangl tidakl dikuasai,l kelangkaanl sukul cadang,l ataul sangatl 

besarnyal biayal operasionall kapall dibidangl anggaranl yangl 

dimiliki,l danl sebagainya; 

c. Melaluil prosedurl lelangl kapall yangl ditangkapl danl dirampasl olehl 

negaral kemudianl sesuail denganl peraturanl perundang-undanganl 

yangl iberlaku. Diputuskanl terhadapl barangl buktil berupal kapall 

ikanl berbenderal asingl dilakukanl lelang.l Akanl tetapil dalaml 

melkaukanl upayal inil pemerintahl Indonesial menghadapil berbagail 

permasalahanl diantaranya: 

1) Dalaml prosesl llelang, kapal-kapall yangl dil lelangl nilail lelangnyal 

sangatl tidakl sebandingl (jauhl daril nilail layak),l bilal dibandingkanl 

denganl nilail hargal sebenarnyal daril sebuahl kapall yangl dilelangl 

tersebut; 

2) Terdapatl jaringanl yangl memanfaatkanl prosesl lelangl yangl 

memfasilitasil pemilikl lamal yangl merupakanl wargal negaral asingl 
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denganl menggunakanl wargal negaral Indonesial untukl mengikutil 

lelang,l ataul membelil langsungl kapall yangl sudahl dilelangl tersebutl 

denganl statusl kapall eks-asingl daril wargal negaral Indonesia.l Kapall 

eks-asingl yangl telahl dibelil olehl wargal negaral asingl tersebut,l 

biasanyal akanl dipakail kembalil untukl melakukanl tindakanl ilegall 

fishing,l hall inil tentunyal tidakl menimbulkanl efekl jera. 

Permasalahl tersebutl yangl kemudianl mendasaril pemerintahl 

Indonesialkhususnyal padal pemerintahanl Jokol Widodol membentukl kebijakanl 

penenggelamanl kapall asingl pelakul ilegall fishing,l hall inil mendasaril ataul 

menjadil awall mulal kebijakanl penenggelamanl kapall inil dilakukan,l agarl 

kapal-kapall eks-asingl tersebutl tidakl kembalil dipergunakanl untukl melakukanl 

ilegall fishing,l memutusl matal rantail pemanfaatanl kembalil kapal-kapall ilegall 

dil Indonesia,sertal mempersingkatl prosedurl penangananl danl pemeliharaanl 

barangl buktil berupal kapall asingl berbenderal asingl yangl dipakail untukl 

melakukanl tindakl pidanal illegall fishingl yangl diterapkanl pemerintahl 

Indonesia,l didasarkanl padal alasan-alasanl berikut: 

1. Pelaksanaanl pilarl keempatl dalaml upayal mewujudkanl visil 

Indonesial sebagail porosl maritiml dunia. 

Pembangunanl Indonesial sebagail porosl imaritim, dilandasil olehl 5l 

(lima)l pilarl negaral imaritim, pilarl keempatl didasarkanl untukl 

memperkuatl diplomasil maritim;l dilakukanl denganl caral bersama-

samal menghilangkanl sumberl konflikl dil laut,l sepertil pencurianl ikanl 

(illegall fishing),l pelanggaranl kedaulatan,l sengketal wilayah,l 

perampokan,l danl pencemaranl laut. 

2. Upayal untukl menimbulkanl efekl jeral ataul shockl therapyl terhadapl 

pelakul tindakl pidanal illegall fishing 

Kebijakanl penenggelamanl kapall berbenderal negaral asingl pelakul 

tindakl pidanal illegall fishing,l denganl caral membakar,l meledakkanl 

sertal menenggelamkanl kapall berbenderal negaral asingl pelakul tindakl 

pidanal illegall fishing,l kebijakanl inil diharapkanl dapatl menimbulkanl 
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efekl jeral bagil paral pelakul tindakl pidanal illegall fishing.l Kebijakanl 

danl tindakanl tegasl semacaml inil tampakl efektifl danl memberikanl 

shockl therapyl terhadapl pelakul tindakl pidanal illegall fishing,l hall itul 

jugal sekaligusl mampul mengembalikanl kehormatanl danl martabatl 

Indonesial atasl kedaulatanl wilayahnya. 

3. Pelaksanaanl kebijakanl kriminall berupal kebijakanl pencegahanl danl 

penanggulanganl kejahatan 

Kebijakanl penenggelamanl kapall berbenderal asingl pelakul tindakl 

pidanal illegall fishing,l padal dasarnyal merupakanl bentukl daril 

pelaksanaanl kebijakanl kriminal,l yangl merupakanl bagianl daril 

kebijakanl sosiall pemerintahl Indonesia,l yaitul keseluruhanl kebijakanl 

yangl dilakukanl melaluil perundang-undanganl danl badanl resmil yangl 

bertujuanl untukl menegakkanl norma-normaldil masyarakat.l Kebijakanl 

inil dilakukanl berdasarkanl ketentuanl perundang-undanganl Nomorl 45l 

Tahunl 2009l tentangl perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 31l 

Tahunl 2004l tentangl perikanan. 

4. Penegasan, perwujudanl danl pelaksanaanl yurisdiksil danl kedaulatanl 

negaral Indonesia 

Kebijakanl penenggelamanl kapall berbenderal asingl pelakul tindakl 

pidanal illegall fishingl padal dasarnyal merupakanl salahl satul bentukl 

penegasan,l perwujudan,l danl pelaksanaanl yurisdiksil danl kedaulatanl 

negaral Indonesia.l Kebijakanl inil tidakl hanyal untukl menjagal 

kedaulatanl danl menegakkanl peraturanl perundang-undanganl sumberl 

dayal kelautanl danl perikananl Indonesia,l akanl tetapil jugal sebagail 

bentukl tanggungl jawabl Indonesial dalaml menjagal keselamatanl danl 

keamananl dunial kemaritimanl internasional. 

5. Upayal luarl biasal pemberantasanl illegall fishingl sebagail kejahatanl 

utamal dil laut 

Pemerintahl Indonesial menyebutl tindakl pidanal illegall fishingl 

sebagail bentukl kejahatanl transnasionall terorganisasil (Transnationall 

Organizedl Crimel –l TNC).l Selainl tindakanl pidanal illegall fishingl 
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dikelompokkanl sebagail kejahatanl ataul tindakl pidanal utamal dil laut,l 

yangl disebutl sebagail kejahatanl yangl dapatl dibarengil ataul 

menimbulkanl kejahatanl lainnya.l Kejahatanl terorganisirl yangl 

dimaksudl adalahl dilakukanl olehl lebihl daril satul negara,l dilakuaknl 

olehl kelompokl kejahatanl kejahatanl terorganisir,l danl merupakanl 

tindakl pidanal yangl serius.l Illegall fishingl jugal dapatl menjadil pintul 

masukl bagil kejahatan-kejahatanl lainnya,l missall perdaganganl 

manusia,l pelanggaranl HAM,l penyelundupanl narkoba,l danl lainl 

sebagainya. 

2.2 Respon Negara Asing terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal 
Dalaml penerapanl kebijakanl penenggelamanl kapall yangl dilakukanl 

olehl Indonesial kepadal negara-negaral asingl khususnyaliVietnam, Filipina,l 

Thailand,ldanlMalaysial tentunyal menimbulkanl responl yangl berbagail macaml 

daril negara-negaral tersebut. 

1. Responl Vietnaml terhadapl kebijakanl penenggelamanl kapal 

Dapatl diketahuil bahwal kebijakanl penenggelamanl kapall yangl 

diterapkanl olehl Indonesial adalahl merupakanl suatul bentukl rangkaianl yangl 

brsifatlikontroversial. Kebijakanl tersebutl telahl menenggelamkanl kapall 

Vietnaml sebanyakl 263l buahl kapall olehl Kementerianl Kelautanl danl 

Perikananl (KKP)l Indonesia.l  
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Gambarl2.2 

Kapall Vietnaml yangl dil tenggelamkanl olehl Indonesia 

 

Sumber:l (Tanjung,l 2014) 

Gambarl diatasl merupakanl kapall Vietnaml yangl ditenggelamkanl olehl 

Indonesial antaral lain,l KGl 90433l TSl ATSl 006,l KGl 94366l TSl ATSl 005,l 

danl KGl 94266l TSl ATSl 012.l Diamankal padal awall Novemberl 2014l danl 

ditenggelamkanl padal Novemberl 2014l karenal terbuktil mencuril ikanl dil 

perairanl Kepulauanl Riau.l Dalaml penenggelamanl kapall tersebutl jugal 

dilakukanl penangkapanl terhadapl awakl kapall pelakul penangkapanl ikanl 

secaral ilegall ataul illegall fishing.l Sejumlahl Anakl Buahl Kapall (ABK)l telahl 

ditahanl olehl Indonesial atasl tindakl pidanal illegall fishing,l baikl penangkapaml 

ikanl secaral ilegall maupunl menggunakanl izinl palsu,l penangkapanl ikanl 

denganl menggunakanl alatl tangkapl yangl dilarang,l danl penangkapanl ikanl 

yangl tidakl sesuail denganl izin.l Dalaml melihatl tindakan-tindakanl yangl 

dilakukanl olehl Indonesia,l wakill daril Vietnaml bernamal Hal Hail daril Asosiasil 

Advokatl Hol Chil Minhl Cityl menyatakanl bahwal daril sudutl pandangl 

Vietnam,l kapal-kapall yangl ditangkapl olehl Indonesial itul masihl beradal dil 

wilayahl perairanl Vietnaml danl beluml melewatil batasl wilayahl Indonesia.l Hal 

Hail mengatakanl Vietnaml memilikil buktil yangl cukupl kuatl bahwal tindakanl 

Indonesial yangl kerapl kalil berulangl menahanl kapal-l kapall ikanl Vietnaml 

merupakanl tindakanl yangl salah,l karenal kapal-kapall Vietnaml tersebutl masihl 
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beroperasil dalaml perairanl Vietnaml danl bukanl beradal dil perairanl yangl 

disengketakanl (Irawan,l 2018). 

Berdasarkanl pernyataanl keberatanl Vietnaml idiatas, seharusnyal 

pemerintahl Vietnaml dapatl melakukanl responl secaral agresifl terhadapl 

pemerintahl Indonesia,l akanl tetapil hall tersebutl tidakl dilakukanl olehl Vietnam. 

lHall inil terlihatl padal kejadianl kurunl waktul tahunl 2014-2018.l Padal tahunl 

tersebutl Indonesial danl Vietnaml melakukanl kerjasamal kemitraanl 

komprehensifl yangl kemudianl ditingkatkanl menjadil kemitraanl strategis,l 

kemudianl padal tahunl 2018l Indonesial danl Vietnaml kembalil melakukanl 

kerjasamal danl menandatanagnil kemitraanl strategisl hinggal tahunl 2023.l 

Dalaml beberapal hubunganl bilaterall antarl kedual negaral Vietnaml danl 

Indonesia,l Vietnaml telahl mengangkatl masalahl inil sebagail isul pentingl dalaml 

hubunganl perdaganganl anataral Indonesial denganl Vietnam.l Padal Novemberl 

2014l dutal besarl Vietnaml Nguyenl Xuanl Thuyl bertemul denganl Susil 

Pudjiastutil untukl membahasl permasalahanl ini,l danl daril pertemuanl tersebutl 

menghasilkanl pernyataanl bahwal Vietnaml akanl lebihl mendidikl nelayannyal 

terkaitl denganl undang-undangl danl peraturanl perikananl (Parameswaran,l 

2015). 

2. Responl Malaysial terhadapl kebijakanl penenggelamanl kapal 

Denganl kondisil Indonesial yangl memilikil wilayahl lautl lebihl luasl 

dibandinganl daratanl menyebabkanl Indonesial seringl kalil memilikil konflikl dil 

lautnya.l Salahl satul konflikl yangl seringl dialamil olehl Indonesial sil daerahl 

lautl adalahl penangkapanl ikanl secaral illegall fishingl yangl dilakukanl olehl 

paral nelayanl daril negaral lain,l termasukl daril negaral Malaysia.l Daerahyangl 

seringl dijadikanl tempatl paral nelayanl asingl mengambill ikanl Indonesial secaral 

illegall fishingl adalahl dil Lautl Arafuru,l Lautl Natunaml sebelahl Utaral 

Sulawesil Utaral ataul Samuderal Pasifik,l Selatl Makassar,l danl Baratl Sumateral 

ataul Samuderal Hindial (Arfianto,l 2009). 
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Bentuk-bentukl pencurianl ikanl milikl Indonesial adalahl penangkapanl 

ikanl tanpal iizin, penangkapanl ikanl menggunakanl izinl ipalsu, menangkapl ikanl 

denganl alatl tangkapl yangl sebenarnyal dilarang,l sertal menangkapl jenis-jenisl 

ikanl yangl sebenrnyal tidakl diizinkanl untukl ditangkap. 

Denganl kejadian-kejadianl tersebutl kemudianl pemerintahl Indonesial 

membuatl kebijakanl penenggelamanl ikapal. Sejakl itul terdapatl 73l kapall milikl 

Malaysial yangl ditenggelamkanl olehl Indonesia. 

Gambarl 2.3 

KapallMalaysialyangldiltenggelamkanlolehlIndonesia 

 

Sumber:l (Priatmojo,l 2016) 

Gambarl diatasl merupakanl kapall nelayanl Malaysial yangl 

ditenggelamkanl olehl Indonesia.l Sebeluml kapall milikl nelayanl Malaysial 

tersebutl dil tenggelamkanl petugasl mencincang-cincangl bagianl daril badanl 

kapallagarlmudahldalamlsaatlipenenggelaman. Kapall tersebutl dil tenggelamkanl 

padal Aprill 2016l dil perairanl Aceh. 

Setelahl dilakukanl penenggelamanl kapal  dil lautl Indonesial 

muncullketeganganl yangl berasall daril publikl Malaysia.l Keteganganl 

inilbermulalsaatlmasyarakatlMalaysialyangl mulail menyampaikanltanggapannyal 

mengenail penenggelamanl kapall melaluil media-medial Malaysia.l Masyarakatl 

Malaysial memprotesl aksil Indonesial dalaml menenggelamkanl kapall milikl 

Malaysia.l Kebijakanl inil dianggapl olehl masyarakatl Malaysial akanl 
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memperburukl hubunganl antaral kedual negara.l Apalagil hubunganl Indonesial 

danl Malaysial sejakl Tahunl 1963l memangl selalul mengalamil pasangl surutl 

(Triani,l n.d.).l Hall itul membuatl Malaysial selalul meresponl secaral reaktifl 

kebijakanl apapunl yangl dil buatl olehl Indonesia.l Kebijakanl penenggelamanl 

kapall yangl diterapkanl olehl Indonesial jugal dianggapl kurangl pedulil denganl 

diplomasil regional.l Malaysial jugal mulail membandingkanl kebijkanl inil 

denganl kebijakanl terdahulul daril Presidenl sebelumnyal Susilol Bambangl 

Yudhoyonol yangl selalul mengedepankanl “Thousandl Friends,l zerol enemy”.l 

MasyarakatlMalaysialmenyayangkanl perjuanganl Susilol Bambangl Yudhoyonol 

dalaml menjagal hubunganl baikl denganl negaral tetanggal kinil harusl berakhirl 

setelahl pemerintahanl presidenl Jokol Widodo. 

Masyarakatl Malaysial mulail mengaitkanl kebijakanl penenggelamanl 

kapall denganl isul paral tenagal kerjal Indonesial yangl masukl kel Malaysial 

denganl caral illegal.l Masyarakatl Malaysial membandingkanl masalahl 

penerobosanl lautl Indonesial denganl penerobosanl Tenagal Kerjal Indonesial 

(TKI)l illegall kel wilayahl Malaysia.l Medial Malaysial mengatakan,l dalaml 

menganganil kasusl TKIl illegall Malaysial menggunakanl caral yangl bersifatl 

manusiawil danl tidakl diluarl batasl (Dewi,l 2014). 

Daril pernyataanl diatas,l dapatl dilihatl dampakl daril kebijakanl 

penenggelamanl kapall yangl dilakukanl olehl Indonesia,l denganl responl yangl 

diberikanl olehl Malaysial pascal penenggelamanl kapal,l dapatl disimpulkanl 

bahwal hubunganl Indonesial denganl Malaysial mulail mengalamil ketegangan.l 

Denganl adanyal keteganganl yangl terjadil antaral Indonesial denganl Malaysia,l 

kemudianl Indonesial mencaril caral agarl citranyal membaikl dimatal masyarakatl 

Malaysia.l Pemerintahl Indonesial mulail melakukanl berbagail upaya-upayal 

diplomasil publikl yangl bertujuanl untukl memperbaikil citranyal dil Malaysial 

(Rohanil &l paidi,l n.d.).l diplomasil publikl itul sendiril berupal melakukanl 

pertemuanl antarl negaral untukl salingl berbagil mengenail informasi-informasil 

danl ide-idel yangl dapatl dilakukanl olehl kedual negaral tersebutl dalaml bentukl 
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kerjasama.l denganl begitul Indonesial danl Malaysial mulail kembalil menjalinl 

kedekatanl danl memunculkanl kesepahamanl antaral Indonesial danl Malaysia. 

3. Responl Thailandl terhadapl kebijakanl penenggelamanl kapal 

Pemerintahl Thailandl mengkritikl terhadapl kebijakanl penenggelamanl 

kapallindonesial yangldinilail ikeliru, kurangl ibersahabat, danl tidakl idiplomatik. 

Tindakanl hukuml denganl kekerasanl dinilail membahayakanl kesatuanl ASEANl 

ynagl tengahl berprosesl menujul Masyarakatl Ekonomil ASEANl (MEA).l Daril 

tahunl 2014l hinggal 2018l sudahl adal 23l kapall berbenderal Thailandl 

ditenggelamkanl olehl pemerintahl Indonesia. 

Gambarl 2.4 

Kapall Thailandl yangl ditenggelamkanl olehl Indonesia 

 

Sumber: (Kontan.co.id,l 2015) 

Gambarl diatasl merupakanl kapall Thailandl yangl ditenggelamkanl olehl 

Indonesial antaral ilain, kapall denganl namal lambungl KMl Lautl Natunal 28l /l 

KMl Sudhital yangl berasall daril Thailand.l Terbuktil tidakl memilikil dokumenl 

izinl yangl sah.l Dil tangkapl olehl petugasl padal 30l Oktoberl 2014l dil Lautl 

Natunal Selatl Dempo,l Kepulauanl Riaul danl ditenggelamkanl padal Februaril 

2015. 

ProteslThailandlkepadal Indonesial terhadapl kebijakanl penenggelamanl 

kapall dikarenakanl Indonesial kurangl memperhatikanl hubunganl baikl denganl 

negaral Thailandl ketikal memutuskanl untukl menenggelamkanl kapall milikl 
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Thailand.l Pemerintahl Thailandl jugal akanl melakukanl hall serupal kepadal 

nelayan-nelayanl yangl memasukil wilayahl perairanl Thailand. 

Nelayanl negaral Thailandl tidakl maul disalahkanl dalaml kasusl 

tindakanl illegall fishingl yangl dituduhkanl kepadal nelayanl Thailand.l Karenal 

menurutl nelayanl Thailand,l yangl telahl terjadi,l nelayanl Thailandl 

menggunakanl nama-namal Indonesial dil dalaml kapal-kapall nelayanl Thailand,l 

karenal itul praktekl yangl laziml untukl dilakukanl denganl menggunakanl jasal 

brokerl yangl mengurusl perizinan,l denganl membayarl denganl sejumlahl uang.l 

Begitul pula,l saatl kapall nelayanl Thailandl tertangkap,l merekal diperasl olehl 

aparatl keamananl Indonesia,l denganl tudinganl diarahkanl kepadal TNI-AL,l 

Polisil Air,l danl KKP,l yangl menyebabkanl keuntunganl merekal sedikit.l Paral 

nelayanl Thailandl membayarl lewatl orang-orangl yangl sudahl ditentukanl 

broker,l yangl masukl jaringanl merekal (Ekoulu,l 2015). 

Pemerintahl Thailandl lalul mengakuil sejumlahl nelayannyal terlibatl 

dalaml kegiatanl penangkapanl ikanl secaral illegall dil perairanliIndonesia, danl 

pemerintahl Thailandl jugal berkomitmenl untukl menyelesaikanl permasalahanl 

ini. Bahkanlpemerintahl Thailandl berkomitmenl untukl menghukuml perusahaan-

perusahaanl perikananl Thailandl yangl tidakl sesuail denganl aturan. 

Pemerintahl Thailandl jugal berkomitmenl untukl memasangl Videol 

Homel Systeml (VHS)l dil7000lkapall milikl Thailand.l Pemasanganl itul 

ditujukanl agarl pemerintahl Thailandl dapatl memantaul pergerakanl kapal-kapall 

miliknya. Pemerintahl Thailandl berjanjil akanl mengawasil lebihl ketatl lagil 

kapal-kapall ikanl milikl Thailandl sembaril menandatanganil perjanjianl 

kerjasamal untukl memerangil illegall fishing. 

4. Responl Filipinal terhadapl kebijakanl penenggelamanl kapal 

Filipinal merupakanl salahl satul negaral yangl seringl melakukanl 

tindakanl illegall fishingl dil perbatasanl wilayahl periranl Indonesia – Filipina,l 

melaluil berbagail modusl operasil paral nelayanl menangkapl ikanl dil wilayahl 

perairanl Indonesial danl kemudianl hasill tangkapnyal diperjuall belikanl diluarl 
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Indonesial denganl keuntunganl yangl berlipatl gandal (Elam,l2020).l Pemerintahl 

Filipinal merupakanl salahl satul negaral yangl telahl mengirimkanl Notal 

Diplomatikl perilahl kasusl penembakan/pembakaranl danl penenggelamanl kapal-

kapall negaral Filipina,l sertal penangkapanl atasl nelayan-nelayanl yangl telahl 

ditudingl melakukanl kegiatanl illegall fishingl dil wilayahl perairanl Indonesia.l 

Secaral tidakl langsung,l pemerintahl Filipinal menudingl bahwal Indonesial telahl 

melakukanl pelanggaranl ketentuanl UNCLOSl karenal kebijakanl yangl dibentukl 

olehl Indonesial dinilail berlebihan.l Daril tahunl 2014l hinggal 2018l sudahl adal 

kurangl lebihl 90l kapall berbenderal Filipinal sudahl dil tenggelamkanl olehl 

pemerintahl Indonesia. 

Gambarl 2.5 

Filipinal yangl dil tenggelamkanl olehl Indonesia 

 

sumber:l (Usman,l 2016) 

Gambarl diatasl merupakanl kapall Filipinal yangl ditenggelamkanl olehl 

Indonesial antaralilain, KMl Jhonnyl iII, KMNl Tunal Mandiril 02,l danl KMl FBl 

Cal BLJ-1.l Kapall tersebutl diketahuil melakukanl penangkapanl ikanl secaral 

ilegall danl Anakl Buahl Kapall (ABK)l dipenjaral selamal 3l tahunl danl dendal 1l 

Milyarl perkapal.l Kapall tersebutl ditenggelamkanl padal 2015l denganl caral 

dilubangil badanl kapalnyal tidakl dil ledakkan. 
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Dibandingkanl denganliVietnam, iThailand, danl iMalaysia, responl yangl 

diberikanl pemerintahl Filipinal terhadapl kebijakanl penenggelamanl kapall 

Indonesial padal masal Presidenl Jokol Widodol sangatl konstruktif.l Karenal tidakl 

ditemukanl reaksil ataul protesl atasl kebijakanl tersebut,l terkaitl denganl 

penenggelamanl kapall atasl paral pelakul illegall fishing. 

Denganl melaksanakanl kebijakanl penenggelamanl kapall Indonesial 

justrul menaikkanl kredibilitasl karenal sudahl beranil danl sanggupl 

mempraktekkanl hukuml nasionall dil wilayahl Indonesial sendiri,l danl 

melihatkanl kepadal dunial bahwal Indonesial mempraktekanl goodl governancel 

(Wardah,l 2018). 

	


